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Abstract 

This study examines the legal (or statutory) changes that have occurred as Indonesia transitions from 
the old system (KK) to the new licensing system (IUPK). It also explains what these changes mean for 
mining companies, particularly their confidence in the rules that apply when conducting mining 
activities in Indonesia. The study uses a detailed analysis of laws and regulations to better understand 
these changes. The results show that the transition from Contracts of Work (KK) to IUPK (Special Mining 
Business Permits) as stipulated in Law No. 3 of 2020 marks a fundamental shift in the legal framework 
governing mining activities, from civil law to public law. A KK, as a bilateral agreement, is rooted in the 
principle of pacta sunt servanda, which ensures that contractual obligations are mutually binding and 
changes require the consent of both parties. In contrast, an IUPK functions as a unilateral 
administrative permit, granting the state comprehensive authority to regulate, amend, or revoke 
permits at its discretion. This evolution shifts the legal relationship between the government and 
corporations from one based on contractual mutuality to a licensing regime under public law. While the 
CoW regime emphasizes consensualism and contractual stability, the IUPK regime allows for unilateral 
regulatory action by the state. This transition raises concerns about legal certainty for investors, as the 
erosion of the principle of mutual consent could weaken rights protection and threaten the stability of 
contractual commitments. 
Keywords: Contract of Work, IUPK, Mining, Mineral and Coal. 

 
Abstrak 

Studi ini mengkaji perubahan hukum (atau undang-undang) apa saja yang telah terjadi seiring 
peralihan Indonesia dari sistem lama (KK) ke sistem perizinan baru (IUPK). Studi ini juga 
menjelaskan arti perubahan ini bagi perusahaan pertambangan, terutama seberapa yakin mereka 
terhadap aturan yang berlaku saat melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. Studi ini 
menggunakan analisis mendetail terhadap undang-undang dan peraturan untuk memahami 
perubahan ini dengan lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transisi dari Kontrak Karya 
(KK) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang No. 3 Tahun 2020 menandai pergeseran mendasar dalam kerangka hukum yang mengatur 
kegiatan pertambangan, dari hukum perdata menjadi hukum publik. KK, sebagai perjanjian bilateral, 
berakar pada prinsip pacta sunt servanda, yang memastikan bahwa kewajiban kontraktual bersifat 
mengikat bersama dan perubahan memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Sebaliknya, IUPK 
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berfungsi sebagai izin administratif unilateral, yang memberikan kewenangan komprehensif kepada 
negara untuk mengatur, mengubah, atau mencabut izin sesuai diskresinya. Evolusi ini mengubah 
hubungan hukum antara pemerintah dan korporasi dari yang berbasis mutualitas kontraktual 
menjadi rezim perizinan di bawah hukum publik. Sementara rezim KK menekankan konsensualisme 
dan stabilitas kontraktual, rezim IUPK memungkinkan tindakan regulasi unilateral oleh negara. 
Transisi semacam ini menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian hukum bagi investor, karena 
erosi prinsip-prinsip persetujuan bersama dapat melemahkan perlindungan hak dan mengancam 
stabilitas komitmen kontraktual.  
Kata Kunci : Kontrak Karya, IUPK, Pertambangan, Mineral dan Batubara 

1. PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara terbesar yang terdiri dari banyak pulau lebih dari 17.000! 

Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang istimewa, seperti mineral dan tumbuhan. 

Dulu, negara lain memiliki kendali yang besar atas kegiatan pertambangan Indonesia, tetapi 

kini Indonesia memiliki aturannya sendiri. Aturan-aturan baru ini berfokus untuk 

membantu negara dan rakyatnya, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dan mengelola 

sumber dayanya sendiri.1  

Kontrak Karya, atau KK, adalah perjanjian khusus yang membantu investor asing 

memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya 

alam. Selama sepuluh tahun terakhir, telah terjadi perubahan besar dalam cara pemerintah 

mengelola sumber daya alamnya. Perubahan ini ditunjukkan oleh undang-undang baru, 

seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang 

memberikan pemerintah peran yang lebih aktif dalam mengawasi dan mengendalikan 

sumber daya alam. Peralihan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK) merupakan perubahan besar dalam cara Indonesia mengelola mineral dan 

kekayaan alam di bawah tanahnya. Ini bukan sekadar perubahan aturan kecil, melainkan 

perubahan dalam cara pandang negara terhadap sumber dayanya. Alih-alih hanya 

membantu perusahaan asing menambang mineral, Indonesia kini ingin melindungi 

kepentingannya sendiri, memastikan aturan dipatuhi dengan cermat demi menjaga tujuan 

dan impian negara tetap aman.2  

Ketika suatu negara membuat aturan baru atau mengubah aturan lama, aturan tersebut 

harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini membantu semua orang mengetahui apa yang 

diperbolehkan dan apa yang tidak, tanpa menjadi bingung atau menebak-nebak arti aturan 

 

1 Sukamto, Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap 
Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia, MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 4, Februari, 2018 

2 Estina Sativa dan Eva Noorliana, Analisis Pertumbuhan PDB Indonesia Melalui 
Pengembangan Sektor Pertambangan, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 5, 2021, hlm. 758. 
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tersebut. Para ahli mengatakan bahwa aturan yang baik harus adil, bermanfaat, dan ditulis dengan 

cara yang dapat dipercaya oleh semua orang. Misalnya, undang-undang tentang penciptaan 

lapangan kerja atau tentang pertambangan harus adil, bermanfaat, dan mudah dipahami sehingga 

semua orang tahu apa yang diharapkan. 

Dulu Indonesia memiliki aturan yang disebut Kontrak Karya, yang merupakan 

semacam perjanjian khusus. Perjanjian ini dibuat antara pemerintah Indonesia dan 

perusahaan swasta, terutama dari negara lain. Perjanjian ini memungkinkan perusahaan-

perusahaan tersebut untuk menambang mineral dan sumber daya alam di Indonesia. 

Aturan ini sudah ada sejak lama, dalam sebuah undang-undang tahun 1967, yang 

menjelaskan bagaimana penambangan seharusnya dilakukan. Undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan izin kepada perusahaan untuk 

mengelola dan memanfaatkan mineral jika hal itu menguntungkan negara.3  

Di Indonesia, pada tahun 1967, mereka memulai perjanjian khusus yang disebut 

Kontrak Karya, atau KK. Perjanjian ini penting karena menjadi contoh bagi negara-negara 

lain ketika mereka membuat kesepakatan dengan perusahaan asing untuk menambang 

mineral. Ketika sebuah perusahaan menandatangani perjanjian ini, mereka mendapatkan 

hak khusus untuk mengeksplorasi dan mengambil mineral dari area tertentu untuk jangka 

waktu tertentu. Sebagai imbalannya, perusahaan membayar royalti dan pajak kepada 

pemerintah Indonesia. Hak khusus ini berarti hanya perusahaan tersebut yang dapat 

mengeksplorasi dan menambang di area tersebut selama masa perjanjian.4 

Pemerintah memiliki aturan bagi pihak-pihak yang ingin menambang mineral, yang 

disebut Kontrak Karya. Untuk pertambangan batu bara, pemerintah membuat perjanjian 

khusus yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, atau PKP2B. 

Perjanjian ini didasarkan pada undang-undang yang disebut Peraturan Pemerintah Nomor 

75 tahun 1996, yang menjelaskan aturan-aturan pokok tentang cara kerja perjanjian 

pertambangan batu bara.  

Indonesia dulu memiliki sistem khusus untuk memberikan izin pertambangan 

seperti mineral dan batu bara. Namun, pada tahun 2009, aturan tersebut diubah dengan 

menggunakan sistem baru yang disebut perizinan, yang disempurnakan lagi pada tahun 

 

3 Damanik, Moh. Idris. Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Dinamika 
Regulasi, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 57–60. 

4 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Adtya 
Bakti, 2001, hlm. 118. 
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2020. Kini, alih-alih hanya membuat perjanjian, masyarakat dan perusahaan membutuhkan 

izin khusus yang disebut Izin Usaha Pertambangan, atau IUP. Izin ini memungkinkan 

mereka untuk melakukan kegiatan pertambangan secara legal.5 

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang disebut IUPK, bagaikan surat izin khusus 

yang memungkinkan perusahaan untuk menambang batuan dan mineral di wilayah-

wilayah penting yang membantu negara kita. Pemerintah memberikan izin ini karena 

pertambangan di wilayah-wilayah khusus ini sangat penting bagi negara. IUPK memiliki 

dua langkah untuk memulai dan menjalankan penambangan, mirip dengan izin biasa yang 

disebut IUP, tetapi aturannya lebih ketat untuk memastikan penambangan dilakukan 

dengan aman dan hati-hati. Hal ini membantu melindungi sumber daya negara kita dan 

memastikan semuanya dilakukan secara bertanggung jawab. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No

. 

Penulis 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Terdahulu 

Fokus dan 

Temuan 

Utama 

Keterbatasan/Ga

p dalam 

Penelitian 

Terdahulu 

Rencana 

Penelitian 

Baru 

Kebaruan 

(Novelty) 

yang 

Ditawarkan 

1 Annisa 
Thurfah 
Asilah 
(2022)6 

“Kepastian 
Hukum Izin 
Usaha 
Pertambanga
n 
Khusus/IUPK 
(Studi: IUPK 
sebagai 
Kelanjutan 
Kontrak 
Karya dan 
Perjanjian 
Karya 
Pengusahaan 
Pertambanga
n Batubara 
dalam UU 
Minerba)” 

Analisis 
filosofis 
dan historis 
transisi KK 
ke IUPK 

Belum 
membahas 
kepastian 
hukum bagi 
perusahaan 

Analisis 
perbandinga
n KK dan 
IUPK dari 
aspek 
kepastian 
hukum 

Fokus pada 
implikasi 
yuridis 
terhadap 
perlindunga
n investor 

2 Nanda 
Febrialit
a Ayu 

“Tinjauan 
Yuridis 
terhadap 
Perizinan 

Lemahnya 
pengawasa
n dan 
sanksi izin 

Tidak 
membahas 
rezim hukum 
nasional 

Kajian 
hukum 
sistemik 

Tinjauan 
yuridis 
makro 
terhadap 

 

5 Agus Lanini dkk, Legal Status of Land Rights Of The Mining Companies In Central Sulawesi, 
Tadulako Social Science and Humaniora Journal, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 15 

6 Annisa Thurfah Asilah, Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: 
IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
dalam UU Minerba),  Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 
2021. 
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Hapsari 
(2021)7 

Pertambanga
n Marmer di 
Bontocani 
Kabupaten 
Bone” 

tambang 
daerah 

perubahan 
KK ke IUPK 

sistem 
perizinan 
nasional 

3 Agi 
Adhitya 
Sakti 
(2020)8 

“Kontroversi 
Pengelolaan 
Mineral dan 
Batubara 
Ditinjau 
dalam Aspek 
Yuridis” 

Pentingnya 
sinergi 
pusat-
daerah 
dalam 
pengelolaa
n tambang 

Tidak 
mengupas 
transisi hukum 
KK ke IUPK 

Ulasan 
dampak 
peralihan KK 
ke IUPK 
secara 
normatif 

Membahas 
perubahan 
asas hukum 
(kontrak ke 
izin 
administratif
) 

Studi ini berbeda dari studi lainnya karena mengkaji sisi hukum perubahan aturan 

pertambangan. Secara spesifik, studi ini membahas bagaimana hukum berubah dari 

Kontrak Karya (KK) lama menjadi izin baru yang disebut Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK), berdasarkan undang-undang baru tahun 2020. Tujuan utamanya adalah untuk 

memahami bagaimana perubahan ini memengaruhi aturan dan perundang-undangan 

pertambangan, termasuk hak dan tanggung jawab yang dimiliki setiap orang dan 

perusahaan, serta bagaimana pemerintah memastikan semuanya berjalan dengan benar. 

Studi ini membantu kita memahami apakah aturan baru ini memperkuat pemerintah dalam 

mengelola sumber daya alam seperti mineral dan batu bara, dan apakah aturan tersebut 

efektif dalam menjaga keadilan dan transparansi. 

2. METODE PENELITIAN  

Studi ini mengkaji aturan baru tentang pertambangan di Indonesia. Studi ini 

membandingkan sistem lama, yang disebut Kontrak Karya, dengan sistem baru, yang 

disebut Izin Usaha Pertambangan Khusus. Studi ini ingin memahami perubahan hukum apa 

yang terjadi ketika Indonesia beralih dari sistem lama ke sistem baru. Studi ini juga 

mengkaji bagaimana perubahan ini memengaruhi hubungan antara pemerintah dan 

perusahaan pertambangan, terutama karena aturan baru tersebut mungkin membuat 

hubungan menjadi lebih resmi dan kurang didasarkan pada kepercayaan. Untuk melakukan 

hal ini, para peneliti hanya melihat hukum tertulis dan aturan hukum, seperti membaca 

instruksi atau aturan dalam permainan.9 Dalam penelitian ini, mengkaji aturan dan hukum 

 

7 Nanda Febrialita Ayu Hapsari, Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pertambangan 
Marmer di Bontocani Kabupaten Bone, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2024 

8 Agi Adhitya sakti, Kontroversi Pengelolaan Mineral dan Batubara Ditinjau dalam Aspek 
Yuridis, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022 

9 Fakultas Hukum, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1), Universitas 
Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 14 
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yang sudah berlaku, bagaimana aturan dan hukum tersebut diterapkan dalam situasi nyata, 

dan gagasan di balik hukum tersebut. pENULIS mengikuti aturan dan gagasan ini untuk 

memahami dan mengeksplorasi permasalahan yang kami teliti.10  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perubahan Hukum Kontrak Karya (KK) Menjadi IUPK dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 
Di Indonesia, terdapat aturan khusus tentang bagaimana perusahaan 

pertambangan dan pemerintah bekerja sama. Aturan ini berawal dari undang-undang yang 

dibuat pada tahun 1967. Saat itu, Indonesia memiliki sistem di mana pemerintah dan 

perusahaan pertambangan, baik dari dalam maupun luar negeri, memiliki perjanjian 

formal. Untuk penggalian mineral seperti emas atau tembaga, mereka menggunakan 

sesuatu yang disebut Kontrak Karya (KK). Untuk batu bara, mereka menggunakan 

perjanjian yang berbeda, yaitu PKP2B. 

Dalam perizinan, pemerintahlah yang berwenang memberi dan mencabut izin. 

Gagasan ini berawal dari aturan dalam Undang-Undang Dasar, yang menyatakan bahwa 

bumi, air, dan sumber daya alam adalah milik negara dan harus dimanfaatkan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, jika sudah ada perjanjian tentang 

pertambangan mineral atau batu bara, perjanjian tersebut tetap dilindungi dan dapat 

dilanjutkan.11 

Undang-undang baru dibuat pada tahun 2020 untuk membantu mengendalikan 

praktik penambangan. Undang-undang ini menyatakan bahwa setelah kontrak 

pertambangan lama berakhir, seseorang tidak dapat lagi menggunakan perjanjian khusus 

yang disebut KK atau PKP2B. Sebagai gantinya, siapa pun yang ingin menambang harus 

mendapatkan izin resmi baru dari pemerintah, yang disebut IUP atau IUPK. Hal ini 

memastikan semua kegiatan penambangan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai 

izin dari pemerintah. 

Perubahan ini berarti aturan pertambangan di Indonesia menjadi sangat berbeda. 

Sebelumnya, pemerintah hanyalah salah satu pihak dalam perjanjian dengan para 

 

  10 Soemitro, Rony Hanitjo, Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 
1994, hlm. 97. 

11 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Asas Kebebasan 
Berkontrak, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 154. 
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penambang. Kini, pemerintah menjadi bos, yang membuat aturan dan memberikan izin 

pertambangan.12 

Kontrak ini memberikan izin khusus kepada perusahaan tambang untuk menggali 

mineral di area tertentu dalam jangka waktu yang panjang, seringkali hingga 30 tahun, dan 

mereka dapat meminta izin untuk terus melakukannya lebih lama lagi. Pemerintah dan 

perusahaan tambang bekerja sama sebagai dua kelompok utama, dan keduanya memiliki 

hak suara dalam pelaksanaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai 

berpendapat bahwa cara kerja ini tidak adil bagi semua orang. Mereka menganggap negara 

dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang memadai, dan bahwa penambangan 

terkadang dapat merusak lingkungan, yaitu tanah, air, dan hewan di sekitar kita.13 

Ketika aturan berubah dari KK menjadi IUPK untuk pertambangan, artinya ada 

beberapa hal penting yang berbeda. Pertama, sebelumnya, pemerintah dan perusahaan 

bekerja sama layaknya teman yang sedang membuat kesepakatan. Kini, hubungan mereka 

lebih seperti bos yang memberi perintah kepada pekerja. Kedua, undang-undang baru 

menyatakan bahwa perusahaan pemegang IUPK harus menjual setidaknya setengah dari 

saham mereka kepada orang Indonesia. Ketiga, aturan baru ini juga memungkinkan 

perusahaan untuk mempertahankan izin IUPK mereka untuk jangka waktu yang lebih lama 

atau lebih pendek, sehingga aturannya lebih fleksibel.  

Proses perubahan dari KK menjadi IUPK agak rumit. Jika seseorang ingin mengubah 

KK menjadi IUPK, mereka harus mengurus beberapa dokumen resmi. Pertama, mereka 

perlu mengajukan permohonan IUPK kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM).14  

Setelah Anda mengajukan permohonan, pemerintah akan memeriksa apakah Anda 

memenuhi syarat. Mereka akan mempertimbangkan hal-hal seperti bagaimana proyek 

Anda berdampak terhadap lingkungan, sumber daya apa yang mungkin Anda gunakan, dan 

 

12 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 
Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 123. 

13 Amri Nur Azizah, Legalitas Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT. 

Freeport Indonesia, Jurnal Publicuho, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 159. 

14 Annisa Thurfah Asilah dan Heru Sugiyono, Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK), dalam Prosiding NCOLS 2020, hlm. 552. 
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apakah semuanya mematuhi aturan. Jika semuanya baik-baik saja, pemerintah akan 

memberi Anda IUPK baru, yang akan menggantikan KK lama. 

Salah satu contoh nyata perubahan ini adalah tentang perusahaan bernama PT 

Freeport Indonesia. Ketika mereka membuat perjanjian penting yang disebut Kontrak 

Karya (KK), seorang pengacara bernama Bob Duke membantu mereka dengan menulis dan 

mempersiapkan kontrak tersebut.15 Namun pada kenyataanya kontrak karya yang 

dilakukan tidak memberikan posisi yang baik bagi Indonesia.16   

Beberapa orang tidak menyukai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena 

menghilangkan kewenangan daerah (regional) untuk memberikan izin pertambangan. 

Sebelumnya, dalam undang-undang yang lebih lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009, daerah dapat menentukan siapa yang boleh menambang di wilayahnya. Namun kini, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hanya pemerintah pusat yang dapat 

memberikan izin pertambangan tersebut. Perubahan ini bertentangan dengan gagasan 

bahwa daerah seharusnya memiliki kendali atas berbagai hal di wilayahnya sendiri, 

sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Banyak yang percaya 

bahwa hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau buruk terkait sumber 

daya alam karena semua kewenangan kini berada di satu tempat, alih-alih dibagi dengan 

masyarakat lokal.17 

Pasal 169A memudahkan perusahaan swasta untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya alam seperti mineral. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar milik 

pemerintah dan perusahaan daerah memainkan peran yang lebih kecil. Hal ini 

bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa pemerintah harus 

menguasai sumber daya alam untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup semua 

orang.18 

Dalam kasus ini, pemerintah mengubah aturan untuk semua orang atas 

kemauannya sendiri, tanpa meminta persetujuan dari pihak-pihak yang terikat kontrak 

dengannya. Menurut hukum di Indonesia, biasanya kedua belah pihak harus sepakat untuk 

 

15 Nanik Trihastuti, Hukum Kontrak Karya, Jakarta: Setara Press, 2013, hlm. 6 
16 Ibid, hlm. 92 
17 Aim Hamimurrohim, Op.Cit., hlm. 54. 

18 Rahmadani, Analisis Perpanjangan Kontrak Karya, Badamai Law Journal, Vol. 5, No. 1, 

Maret 2020, hlm. 122. 
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mengubah suatu janji. Namun, karena pemerintah mengubah aturan dengan membuat 

undang-undang baru, seolah-olah mereka memutuskan untuk mengubah janji tersebut 

demi kebaikan semua orang, meskipun pihak lain tidak setuju. 

Kontrak Karya adalah perjanjian khusus antara pemerintah dan perusahaan 

pertambangan. Perjanjian ini mengikuti aturan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak 

sepakat untuk bekerja sama secara adil. Salah satu gagasan penting adalah bahwa setelah 

kedua belah pihak membuat janji dan sepakat, mereka harus menepatinya, layaknya aturan 

yang harus mereka patuhi. 

Dalam beberapa situasi, jika salah satu pihak mengubah janji tanpa meminta 

persetujuan pihak lain, penerima janji mungkin akan marah dan mengatakan bahwa hak 

mereka tidak dihormati. Mereka bahkan mungkin meminta bantuan pihak lain, seperti 

hakim atau tim khusus dari negara lain, untuk menyelesaikan masalah tersebut.19  

IUPK seperti izin khusus dari pemerintah yang memungkinkan perusahaan atau 

individu melakukan penambangan, yang berarti menggali mineral atau hal lain di bawah 

tanah. Pemerintah bertanggung jawab dan memutuskan siapa yang mendapatkan izin ini, 

dan individu atau perusahaan tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku. Izin ini 

berbeda dari kontrak biasa karena pemerintah memiliki wewenang yang lebih besar, dan 

individu atau perusahaan tersebut harus mematuhi apa yang ditetapkan pemerintah. 

Sebelumnya, orang-orang yang ingin menambang sumber daya alam membuat 

perjanjian yang disebut kontrak dengan pemerintah, semacam janji yang berlaku untuk 

jangka waktu tertentu. Sekarang, alih-alih kontrak, mereka mendapatkan izin khusus yang 

disebut IUPK. Izin ini seperti surat izin resmi dari pemerintah untuk menambang. Namun, 

surat izin ini tidak permanen dapat dicabut, dibatasi, atau diperpanjang berdasarkan 

keputusan pemerintah. Tidak seperti kontrak, yang merupakan janji kuat yang tidak 

berubah kecuali kedua belah pihak sepakat, izin ini dapat berubah jika aturan pemerintah 

berubah. 

Perubahan ini juga memengaruhi cara hak-hak pribadi masyarakat dilindungi. 

Sebelumnya, ketika perusahaan membuat perjanjian tentang pertambangan, mereka dapat 

meminta agar ketentuannya tetap sama, seperti memastikan aturan dan pajak tidak 

berubah secara tiba-tiba.  

 

19 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 84-86. 
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Ketika suatu negara mengubah cara pemberian izin kepada individu atau bisnis 

untuk melakukan sesuatu seperti beralih dari sistem kontrak ke sistem perizinan negara 

tersebut membutuhkan aturan yang jelas untuk membantu semua orang memahami apa 

yang harus dilakukan selama perubahan tersebut. Ketidakjelasan aturan ini dapat 

menyebabkan kebingungan dan masalah, baik bagi pelaku bisnis maupun pemerintah. Di 

negara yang menganut prinsip kepatuhan hukum yang ketat, sangat penting untuk memiliki 

aturan yang membuat segala sesuatunya dapat diprediksi dan adil, seperti halnya aturan 

dalam hukum utama negara tersebut, Konstitusi.20 

Ketika sebuah perusahaan pertambangan beralih dari satu jenis perjanjian yang 

disebut Kontrak Karya (KK) ke jenis perjanjian lain yang disebut IUPK, perubahan tersebut 

bukan sekadar perubahan dokumen. Perubahan ini seperti mengubah aturan main yang 

menentukan bagaimana perusahaan dan pemerintah bekerja sama. Oleh karena itu, kita 

membutuhkan aturan baru yang jelas untuk memastikan semuanya berjalan adil. Aturan-

aturan ini akan membantu dalam hal pengelolaan keuangan, penyelesaian perselisihan, dan 

memastikan semua orang diperlakukan secara adil. Dengan demikian, akan lebih sedikit 

perselisihan, baik di dalam negeri maupun dengan negara lain, dan masyarakat akan tetap 

percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab atas sumber daya alamnya. 

Saat menetapkan aturan tentang pertambangan, kita harus berhati-hati dan 

berpikir ke depan untuk menghindari masalah. Penting juga untuk mendengarkan masukan 

masyarakat dan memastikan kita menjaga lingkungan agar tetap sehat untuk jangka 

panjang.21  

B. Implikasi Hukum Peralihan Rezim Kontraktual ke Rezim Perizinan 

Peraturan tentang pertambangan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 

yang disebut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pertama kali 

disahkan pada tahun 2009. Kemudian, pada tahun 2020, beberapa pembaruan penting 

dilakukan. Cara baru dalam mengelola pertambangan ini memastikan semua perusahaan 

diperlakukan secara adil, dan aturannya jelas dan adil bagi semua orang.22 

 

20 Bell, John, Legal Certainty and Legitimate Expectations in Administrative Law, Cambridge 
Law Journal, Vol. 47, No. 1, 1988, hlm. 69-71. 

21 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2001, hlm. 112. 

22 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 
230. 
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Ada dua cara bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pertambangan mineral. 

Salah satunya disebut Kontrak Karya atau PKP2B. Dalam hal ini, perusahaan dan 

pemerintah bekerja sama secara setara, dan mereka perlu berdiskusi dan bersepakat jika 

ingin melakukan perubahan di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat 

dengan mudah mengubah aturan, terutama untuk proyek jangka panjang, yang dapat 

menghalangi negara untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya alamnya bagi 

semua orang.23 

Berbeda dengan sebelumnya, undang-undang baru (UU No. 3 Tahun 2020) 

memberikan pemerintah kendali yang lebih besar. Kini, pemerintah bukan sekadar mitra 

bisnis, melainkan pihak yang berwenang memberikan izin khusus (lisensi). Pemerintah 

dapat menetapkan aturan, mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi persyaratan 

tertentu, dan bahkan memberikan sanksi jika tidak mematuhinya. Ini berarti pelaku usaha 

harus mendengarkan pemerintah dan mematuhi keputusannya. 

Dengan izin, negara dapat mengatur:24 

a. Pajak dan royalti yang lebih tinggi dan proporsional. 
b. Kewajiban pembangunan smelter di dalam negeri. 

c. Sanksi administratif jika terjadi pelanggaran teknis, sosial, atau lingkungan. 
d. Penghentian atau pencabutan izin jika pemegang izin lalai. 

Sejak tahun 1967, terdapat seperangkat aturan khusus yang disebut Kontrak Karya 

(KK) dan Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang membantu 

perusahaan asing berinvestasi di sumber daya pertambangan, seperti batubara. Aturan-

aturan ini menciptakan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan pertambangan, dan 

kedua belah pihak memiliki hak suara dalam setiap prosesnya. KK memberikan perusahaan 

hak tunggal untuk mengeksplorasi dan mengambil sumber daya, tetapi juga mengatur 

jumlah uang yang diperoleh pemerintah dari kegiatan-kegiatan ini. Terkadang, pengaturan 

ini tidak adil karena pemerintah mungkin tidak mendapatkan manfaat maksimal dari 

sumber daya yang diambil.25 

Kontrak Karya bagaikan janji khusus yang memastikan segala sesuatunya berjalan 

adil dan aman selama jangka waktu tertentu. Misalnya, PT Freeport Indonesia memiliki 

 

23 Ananda Prima Yurista, Op. Cit  
24 Ibid  
25 Hari Sungkari dan Budi Santosa, Hukum Pertambangan: Suatu Kajian Kritis terhadap 

Rezim Perizinan dan Kontrak, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 87-89. 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/


Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya (KK) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
Mhd.Hanif Putra, Yusrizal, Mukhlis 
Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025 

 

 

 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/  

 

perjanjian dengan pemerintah Indonesia yang menjanjikan bahwa investasi dan hak-hak 

mereka akan dilindungi selama perjanjian tersebut berlaku.26  

Perubahan paradigma perusahaan dari rezim Kuasa Pertambangan (izin) dan 

KK/PK2PB (kontrak) menjadi rezim perizinan sepenuhnya didasarkan beberapa 

pertimbangan antara lain:27  

a) Perjanjian pertambangan yang disebut KK/PKP2B telah membantu mendatangkan 
uang dan tenaga kerja untuk bekerja di sektor pertambangan. Namun, ada masalah: 
perusahaan swasta lokal di negara kita tidak diizinkan menggunakan sistem KK 
karena hanya diperuntukkan bagi perusahaan dari negara lain.  

b) Di KK, mereka tidak melakukannya selangkah demi selangkah. Sebaliknya, mereka 
mendapatkan izin sekaligus untuk melakukan semuanya, mulai dari eksplorasi 
hingga pengambilan dan pemanfaatan mineral. 

c) Ada aturan yang disebut PP Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 
pemerintah dan daerah (seperti kota dan kabupaten) memiliki hak khusus untuk 
mengendalikan kegiatan pertambangan. Ini berarti bahwa perusahaan besar dan 
perizinan pertambangan seharusnya dikelola oleh pemerintah. Namun, terkadang 
daerah mengabaikan aturan ini dan melakukan penambangan sendiri, meskipun 
sebenarnya pemerintah yang bertanggung jawab untuk menanganinya..  

d) Untuk memastikan pemilik bisnis mengetahui apakah perjanjian mereka saat ini 
sudah baik dan tidak ada yang tidak jelas atau tidak pasti.  

e) Memiliki bisnis pertambangan dengan izin yang tepat adalah baik karena 
menawarkan banyak manfaat. 

Berikut beberapa Implikasi Hukum dari Peralihan Rezim: 

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Investasi 

Perubahan ini memiliki beberapa dampak penting. Pertama, hal ini membuat segala 

sesuatunya kurang jelas dan terprediksi bagi orang-orang dari negara lain yang ingin 

berinvestasi di sini karena mereka tidak lagi mendapatkan jaminan perlindungan khusus 

yang tercantum dalam perjanjian kerja mereka sebelumnya. Kedua, meskipun undang-

undang menyatakan bahwa izin (izin resmi) dapat diperpanjang, kenyataannya 

perpanjangan tersebut bergantung pada banyak hal seperti tenggat waktu pemerintah, 

dokumen yang diperlukan, dan terkadang bahkan politik, yang dapat membuatnya tidak 

pasti dan lebih sulit untuk diandalkan.28 Kedua, meskipun UU No. 3 Tahun 2020 

memberikan jaminan perpanjangan  

 

26 Bhayu Subrata, Keadilan Distribusi dalam Kontrak Karya Pertambangan: Sebuah Kajian 
Ekonomi Politik Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45 No. 2, 2015, hlm. 123-140. 

27 Ibid 
28 Muhammad Jamin dan Dwi Putro Widodo, Reformasi Hukum Pertambangan Indonesia: 

Kritik terhadap UU Minerba 2020, Yogyakarta: FH UII Press, 2021, hlm. 45-48. 
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2.  Implikasi terhadap Kewenangan Pemerintah 

Perubahan aturan juga mengubah cara pemerintah dan masyarakat bekerja sama. 

Sebelumnya, pemerintah seharusnya membantu melindungi masyarakat, terutama mereka 

yang terdampak pertambangan, dengan memastikan perusahaan mematuhi aturan. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan dan 

bertanggung jawab kepada masyarakat sangatlah penting, dan gagasan ini sebelumnya 

tidak selalu diperhatikan. Kini, dengan aturan baru ini, pemerintah memiliki alat yang lebih 

baik untuk menghentikan penambangan ilegal, seperti mencabut izin atau menghukum 

pelanggar aturan.29 

3.  Implikasi terhadap Lingkungan dan Masyarakat 

Ketika sebuah perusahaan mendapatkan izin pertambangan, mereka harus 

mengelola lahan setelahnya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh 

penambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan ini harus menyisihkan dana dalam dana khusus sebagai janji untuk melakukan 

hal ini. Jika tidak, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk membersihkan dan 

memulihkan lingkungan. Hal ini membantu memastikan bahwa penambangan tidak terlalu 

merusak lahan dan lingkungan terlindungi. 

Beralih ke sistem baru memang memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki 

beberapa masalah. Beberapa perusahaan, seperti Freeport, enggan beralih karena khawatir 

hal itu akan merugikan investasi mereka. Mengubah perjanjian lama yang disebut Kontrak 

Karya menjadi perjanjian baru yang disebut IUPK dapat memakan waktu lama. Terkadang, 

perusahaan masih berusaha mempertahankan hak lama mereka alih-alih menerima aturan 

baru.30 

Dalam hukum Indonesia, terdapat aturan yang menyatakan bahwa ketika dua orang 

membuat perjanjian, hal itu seperti hukum di antara mereka. Jadi, jika seseorang mencoba 

mengubah Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa 

meminta izin terlebih dahulu kepada pihak lain, hal tersebut dapat dianggap melanggar 

perjanjian. Hal ini menjadi masalah karena pemerintah mungkin tidak memberikan 

 

29 Massura Putri Syahru, Yulia, dan Marlia Sastro, Pertanggungjawaban Perdata dalam 
Penggalian Bahan Galian C (Studi Penelitian di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe), Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 2 No. 1, 2019. 
https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i1.4066 

30 Deni Rachman, Transformasi Kontrak Freeport Menjadi IUPK: Sebuah Kajian Hukum, 
Jurnal Hukum Pertambangan, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 101-115. 
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kesempatan kepada pihak-pihak yang memegang kontrak awal untuk membahas 

perubahan tersebut atau mendapatkan kompensasi yang adil jika hak-hak mereka 

terdampak ketika status kontrak berubah. 

Berbeda dengan kontrak kerja biasa, yang merupakan perjanjian yang bersahabat 

antara seseorang dengan pemerintah atau perusahaan, Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK) merupakan aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah khusus untuk perusahaan 

swasta. Ibaratnya, pemerintah memberikan izin satu arah kepada perusahaan untuk 

melakukan penambangan, alih-alih perjanjian antara dua pihak. 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ketika sebuah 

perusahaan bekerja sama dengan pemerintah, mereka biasanya menandatangani 

perjanjian khusus yang disebut Kontrak Karya, atau KK. Perjanjian ini seperti membuat janji 

bersama, dan kedua belah pihak harus menyetujui jika ada perubahan. Namun, kini 

aturannya telah berubah, dan sebagai gantinya, pemerintah memberikan perusahaan izin 

khusus yang disebut IUPK. Izin ini seperti lisensi yang dapat diberikan atau dicabut 

pemerintah kapan pun diinginkan, tanpa perlu persetujuan kedua belah pihak. Karena 

perubahan ini, hubungan antara perusahaan dan pemerintah menjadi berbeda. 

Sebelumnya, mereka harus menyetujui segala hal, tetapi kini pemerintah memiliki kendali 

yang lebih besar. Hal ini dapat membuat segala sesuatunya menjadi tidak pasti dan bahkan 

dapat menimbulkan perselisihan atau tuntutan hukum jika tidak ditangani dengan hati-hati. 
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